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KATA PENGANTAR 

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas 

berkat dan rahmat-Nya Penulis dapat menyelesaikan Bahan Ajar 

yang berjudul “Hukum Industri”. 

Perkembangan dunia industri saat ini mengalami kemajuan 

yang sangat pesat, sejalan dengan Revolusi Industri 5.0 dan 

kemajuan teknologi. Tentu hal tersebut tidak lepas dari aturan-

aturan sebagai sarana pendukung berkembangnya dunia industri. 

Terkait hal tersebut, terdapat ketentuan-ketentuan khusus yang 

mengatur mengenai kegiatan industri, dengan tidak 

mengesampingkan disiplin hukum lainnya. 

Dalam membangun usaha Industri, bukan hanya diatur 

dalam Undang-Undang Perindustrian namun lebih dari itu Hukum 

Industri mencakup kumpulan peraturan perundang-undangan yang 

mengatur kegiatan Industri termasuk namun tidak terbatas yaitu 

dalam Undang-Undang Ketenegakerjan, UU Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan peraturan terkait lainnya. Maka 

dalam menjalankan usaha Industri, dirasa perlu untuk memahami 

secara keseluruhan sekumpulan peraturan perundang-undangan 

tertentu tersebut yang berkaitan erat dengan Industri. 

Bahan Ajar Hukum Industri ini belum banyak digunakan di 

Perguruan Tinggi, baik Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan 

Tinggi Swasta. Oleh karena itu, Bahan Ajar Hukum Industri ini 

diharapkan dapat dijadikan buku pegangan dalam proses belajar 

mengajar guna mempersiapkan mahasiswa yang lulus dari Fakultas 

Hukum memiliki pemahaman terkait hal apa saja yang harus 

dipenuhi dalam memberikan pendapat hukum/legal opinion ataupun 

konsultasi hukum terkait dengan pembentukan kegiatan-kegiatan 

industri di berbagai sektor. 

Jakarta,  Maret 2025 

Dr. Jimmy Simanjuntak, S.H., M.H. 
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